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ABSTRAK

PERAN LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK
DALAM PROSES PEMBINAAN ANAK PIDANA

(Studi di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bandar Lampung)

Oleh
MARSHA ARINI PUTRI

Anak yang dijatuhi pidana di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) berhak
memperoleh pembinaan, pembimbingan, pengawasan, pendampingan, pendidikan
dan pelatihan, serta hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan, penyelenggaraan pendidikan, pelatihan keterampilan, pembinaan, dan
pemenuhan hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan oleh
LPKA. Penyebabnya antara lain adalah keterbatasan sumber daya manusia pembina
dan sarana prasarana. Permasalahan dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimanakah
peran Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bandar Lampung dalam Proses
Pembinaan Anak Pidana? (2) Apakah faktor-faktor yang mengambat peran
Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bandar Lampung dalam Proses
Pembinaan Anak Pidana?

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dan empiris.
Narasumber penelitian terdiri dari Kasubsi Administrasi Pejabat Penegak Disiplin,
Kasi Pembinaan pada LPKA Kelas II Bandar Lampung dan Dosen Bagian Hukum
Pidana Fakultas Hukum Unila. Prosedur pengumpulan data dilakukan dengan studi
pustaka dan studi lapangan. Data yang diperoleh selanjutnya dianalisis secara
kualitatif.

Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan: (1) Peran Lembaga Pembinaan
Khusus Anak Kelas II Bandar Lampung dalam proses pembinaan anak pidana
termasuk dalam peran faktual, yang dilaksanakan dengan tahap pembinaan yaitu
pembinaan tahap awal, pembinaa tahap lanjutan dan pembinaan tahap akhir. Jenis
pembinaan meliputi pembinaan kepribadian (pembinaan kesadaran beragama dan
pembinaan kesadaran berbangsa dan bemegara, pembinaan kesadaran hukum dan
pembinaan kemampuan intelektual) serta pembinaan kemandirian melalui program
keterampilan yang dikembangkan sesuai dengan bakat masing-masing anak pidana.
(2) Faktor-faktor yang menghambat peran Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas
II Bandar Lampung dalam proses pembinaan anak pidana terdiri dari (a) faktor
perundang-undangan, yaitu belum adanya petunjuk teknis mengenai pembinaan
terhadap anak pidana, (b) Faktor penegak hukum, yaitu secara kuantitas masih
terbarasnya Pembina Anak Pidana (c) Faktor Sarana dan Fasilitas, yaitu masih
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terbatasnya sarana dan fasilitas yang dibutuhkan dalam pelaksanaan pembinaan.(d)
Faktor Masyarakat, yaitu masih adanya sikap negatif masyarakat terhadap mantan
anak pidana yang telah dibebaskan dan kembali ke masyarakat. Faktor yang paling
dominan menghambat peran Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bandar
Lampung dalam proses pembinaan anak pidana adalah faktor penegak hukum yaitu
secara kuantitas masih terbatasnya Pembina Anak Pidana. Keterbatasan Pembina
Anak Pidana ini menjadi menjadi penentu belum optimalnya berbagai program
pembinaan dan pengawasan terhadap anak yang menjalani pemidanaan di Lembaga
Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bandar Lampung.

Saran dalam penelitian ini adalah: (1) Perlu ditingkatkan kuantitas dan kualitas
Pembina Anak Pidana agar program dan jenis-jenis pembinaan yang telah
ditetapkan akan dapat terlaksana secara optimal, sehingga anak pidana setelah
keluar dari LPKA memiliki kepribadian dan keterampilan yang baik. (2) Perlu
dilengkapi sarana dan prasarana yang berkaitan dengan pembinaan kepribadian
serta pembinaan kemandirian, sehingga para anak pidana dapat memanfaat berbagai
fasilitas tersebut dengan sebaik-baiknya.

Kata Kunci: Peran,  LPKA, Anak Pidana
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I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak adalah generasi penerus bangsa yang seharusnya dapat tumbuh dan

berkembang secara wajar sesuai dengan usianya, serta berada dalam pengasuhan

dan perlindungan dari orang tua, masyarakat dan negara. Pada kenyataannya

terdapat anak yang melakukan tindak pidana, sehingga sesuai dengan konteks

negara hukum anak yang melakukan tindak pidana tetap harus

mempertanggungjawabkan perbuatannya, namun demikian mengingat pelaku

tindak pidana masih masuk dalam usia anak maka proses penegakan hukum dan

pemidanaan yang diterapkan kepada anak dilaksanakan secara khusus.

Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan

Pidana Anak merupakan suatu langkah nyata yang ditempuh oleh pemerintah

dalam rangka memberikan jaminan dan kepastian hukum bagi anak yang

melakukan tindak pidana. Undang-undang ini didasarkan pada semangat tujuan

pemidanaan yang berorintasi pada pembinaan terhadap anak sehingga kelak

mereka menjadi anak baik serta tidak mengulangi kejahatannya.

Tujuan dari sistem peradilan pidana yakni resosialiasi serta rehabilitasi anak

(reintegrasi) dan kesejahteraan sosial anak tidak melalui keadilan restoratif dan

diversi tidak menjadi substansi undang-undang tersebut. Hak-hak anak yang

menjadi sorotan utama dalam proses ini adalah sebagai berikut; sebagai tersangka,
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hak-hak yang diperoleh sebagai tindakan perlindungan terhadap tindakan yang

merugikan (fisik, psikologis dan kekerasan), hak untuk yang dilayani kerena

penderitaan fisik, mental, dan sosial atau penyimpangan perilaku sosial; hak

didahulukan dalam proses pemeriksaan, penerimaan laporan, pengaduan dan

tindakan lanjutan dari proses pemeriksaan; hak untuk dilindungi dari bentuk-

bentuk ancaman kekerasan dari akibat laporan dan pengaduan yang diberikan.

Selain itu juga menimbulkan stigma yang jelek terhadap anak tersebut.1

Pembinaan terhadap anak ini merupakan upaya yang terencana dan terpadu untuk

membentuk anak menjadi manusia yang taat pada hukum. Anak yang menyadari

kesalahannya dan menunjukkan perkembangan yang baik selama masa pembinaan

diharapkan tidak kembali lagi melakukan tindak pidana atau perbuatan melanggar

hukum. Jaksa dalam hal ini dapat meminta laporan atas perkembangan

kepribadian anak selama menjalani masa pembinaan sebagai upaya untuk

memperbaiki kepribadian anak.  Hal ini sesuai dengan esensi yang terkandung

dalam tujuan Sistem Peradilan Pidana Anak adalah untuk memberikan

perlindungan kepada anak dan menjamin kesejahteraan anak, meskipun ia

berkonflik dengan hukum. Penjatuhan sanksi hukum terhadap anak harus benar-

benar secara proporsionalitas, tidak hanya memberi sanksi yang berorientasi pada

penghukuman (pidana penjara) semata, akan tetapi juga memberikan alternatif

lain dalam bentuk pembinaan (treatment) sesuai dengan tujuan pemidanaan.2

1 Wagiati Soetodjo, Hukum Pidana Anak, Refika Aditama, Bandung, 2006, hlm. 4.
2 Moch. Faisal Salam, Hukum Acara Perlindungan Anak di Indonesia, Mandar Maju, Bandung,
2005, hlm. 11.
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Penjatuhan pidana terhadap anak harus dapat mewujudkan kesejahteraan anak.

Hakim menjatuhkan pidana terhadap anak berorientasi pada upaya memberikan

yang paling baik bagi anak, tanpa mengorbankan kepentingan masyarakat dan

tegaknya wibaya hukum. Sanksi pidana yang dijatuhkan kepada anak didasarkan

kepada kebenaran, keadilan dan kesejahteraan anak. Peradilan Pidana Anak

sebagai upaya koreksi, rehabilitasi, sehingga cepat atau lambat, anak dapat

kembali ke kehidupan masyarakat normal dan bukan untuk mengakhiri harapan

dan potensi masa depannya. Penjatuhan pidana atau tindakan merupakan suatu

tindakan yang harus dipertanggangjawabkan dan dapat bermanfaat bagi anak.

Anak apabila terpaksa harus ditahan, maka penahanan tersebut harus di Rutan

khusus anak, dan apabila terpaksa harus dipenjara maka harus ditempatkan di

Lapas anak. Baik di Rutan maupun di Lapas, anak harus tetap bersekolah dan

mendapatkan hak-hak asasinya agar mereka dapat menyongsong masa depan yang

cerah karena pengabaian terhadap hak-hak anak adalah juga pengabaian terhadap

masa depan bangsa dan Negara.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

menganut double track system, yaitu sistem dua jalur di mana selain mengatur

sanksi pidana juga mengatur tindakan. Terkait dengan sanksi yang dijatuhkan

terhadap anak, UU Sistem Peradilan Pidana Anak telah mengaturnya yaitu dalam

Pasal 71 yaitu pidana pokok terhadap anak yang melakukan tindak pidana adalah

pidana peringatan, pidana dengan syarat, dan pidana tambahan berupa pemenuhan

kewajiban adat serta perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana.
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Hakim sebagai aparat penegak hukum juga memiliki profesionalisme dalam

melaksanakan tugasnya. Dalam memutuskan suatu perkara hakim harus cermat,

teliti, hakim juga dapat menggunakan teori pembuktian didasarkan keyakinan

dengan alasan logis, yaitu memutuskan perkara berdasarkan kepada keyakinan

hakim sampai batas tertentu, maksudnya keyakinan itu harus disertai dengan suatu

kesimpulan yang bersarkan kepada peraturan-peraturan pembuktian tertentu.

Perlindungan (advokasi) terhadap anak secara yuridis merupakan upaya yang

ditujukan untuk mencegah agar anak tidak mengalami perlakuan yang

diskriminatif/perlakuan salah (child abused) baik secara langsung maupun tidak

langsung dalam rangka menjamin kelangsungan hidup, tumbuh dan

perkembangan anak secara wajar, baik fisik maupun mental dan sosial.

Kedudukan istimewa anak dalam hukum itu dilandasi dengan pertimbangan

bahwa anak adalah manusia dengan segala keterbatasan biologis dan psikisnya

belum mampu memperjuangkan segala sesuatu yang menjadi hak-haknya. Selain

itu, juga disebabkan karena masa depan bangsa tergantung dari masa depan dari

anak-anak sebagai generasi penerus. Oleh karena itu, anak sebagai subjek dari

hukum negara harus dilindungi, dipelihara dan dibina demi kesejahteraan anak itu

sendiri. Adapun substansi yang diatur dalam UU SPPA antara lain mengenai

penempatan anak yang menjalani proses peradilan dapat ditempatkan di Lembaga

Pembinaan Khusus Anak (LPKA).3

3 Nandang Sambar, Pembaruan Sistem Pemidanaan Anak di Indonesia, Graha Ilmu, Yogyakarta,
2013, hlm 25.
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Bentuk perlindungan hukum dalam pelaksanaan pidana dalam perspektif Undang-

Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak didasarkan

pada konsep bahwa pidana penjara (perampasan kemerdekaan) saat ini banyak

mendapat kritik karena pidana penjara membawa efek-efek negatif, efek negatif

pidana penjara sehubungan dengan efek negatif dengan dirampasnya

kemerdekaan seseorang, maupun dilihat dari sudut efektivitas dari pidana penjara

tersebut. Pandangan modern yang lebih bersifat kemanusiaan dan menekankan

pada unsur perbaikan si pelanggar (reformasi, rehabilitasi dan resosialisasi), jelas

mengkritik pidana penjara tersebut, sehingga diusahakan mencari alternatif pidana

kemerdekaan di dalam kerangka politik kriminal. 4

Anak sebagai pelaku kejahatan yang masih tergolong anak akan lebih mudah

pengendaliannya dan perbaikannya daripada seorang pelaku kejahatan yang

dilakukan oleh orang dewasa. Hal ini disebabkan karena taraf perkembangan anak

itu berlainan dengan sifat-sifatnya dan ciri-cirinya, pada usia bayi, remaja dewasa

dan usia lanjut akan berlainan psikis maupun jasmaninnya. Sistem pemidanaan

dengan pemberian sanksi pidana yang bersifat edukatif atau mendidik selama ini

jarang dilakukan oleh aparat penegak hukum di Indonesia khususnya oleh hakim.5

Anak dengan segala keterbatasan biologis dan psikisnya mempunyai hak yang

sama dalam setiap aspek kehidupan, baik itu aspek kehidupan sosial, ekonomi dan

hukum. Prinsip kesamaan hak antara anak dan orang dewasa dilatar belakangi

oleh unsur internal dan ekternal yang melekat pada diri anak tersebut, yaitu: Unsur

internal pada diri anak yaitu anak tersebut merupakan subjek hukum sama seperti

4 Ibid, hlm 26.
5 Moch. Faisal Salam, Op.Cit, hlm. 13.
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orang dewasa, artinya sebagai seorang manusia, anak juga digolongkan sebagai

hak asasi yang terikat dengan ketentuan perundang-undangan.6

Persamaan hak dan kewajiban anak yaitu seorang anak juga mempunyai hak dan

kewajiban yang sama dengan orang dewasa yang diberikan oleh ketentuan

perundang-undangan dalam melakukan perbuatan hukumnya. Sistem pemidanaan

yang berlaku saat ini di Indonesia hanya bertumpu pada sifat pemidanaannya saja

tanpa memperhatikan bagaimana dapat merubah si anak tersebut menjadi lebih

baik. Diberikannya sistem pemidanaan yang bersifat edukatif, yaitu suatu sistem

pemidanaan yang tidak hanya menekankan dari segi pemidanaannya saja namun

lebih kepada bagaimana caranya agar seorang anak itu bisa dirubah perilakunya

menjadi lebih baik dan tidak akan mengulangi tindakannya tersebut tanpa harus

diberikan sanksi badan atau penjara.

Berdasarkan Pasal 69 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang

Sistem Peradilan Pidana Anak (UUSPPA) seorang pelaku tindak pidana anak

dapat dikenakan dua jenis sanksi, yaitu tindakan, bagi pelaku tindak pidana yang

berumur di bawah 14 tahun dan pidana, bagi pelaku tindak pidana yang berumur

15 tahun ke atas.

Sanksi Tindakan yang dapat dikenakan kepada anak sebagaimana diatur dalam

Pasal 82 UU SPPA:

a) Pengembalian kepada orang tua/Wali;
b) Penyerahan kepada seseorang;
c) Perawatan di rumah sakit jiwa;
d) Perawatan di Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial

6 Ibid, hlm. 15.
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e) Kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan
oleh pemerintah atau badan swasta;

f) Pencabutan surat izin mengemudi; dan/atau
g) Perbaikan akibat tindak pidana.

Sanksi pidana yang dapat dikenakan kepada pelaku tindak pidana anak terbagi

atas Pidana Pokok dan Pidana Tambahan yang diatur dalam Pasal 71 UU SPPA:

(1) Pidana Pokok terdiri atas:
a. Pidana peringatan;
b. Pidana dengan syarat, yang terdiri atas: pembinaan di luar lembaga,

pelayanan masyarakat, atau pengawasan;
c. Pelatihan kerja;
d. Pembinaan dalam lembaga;
e. Penjara.

(2) Pidana Tambahan terdiri dari:
a. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; atau
b. Pemenuhan kewajiban adat.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 71 Ayat (1) huruf (d) UU SPPA di atas maka salah

satu bentuk pemidanaan terhadap anak adalah pembinaan dalam lembaga, yaitu

Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Sesuai dengan Keputusan Menteri

Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.HH-09.OT.01.02

Tahun 2014 tentang Penetapan sementara Lembaga Pemasyarakatan atau Rumah

Tahanan Negara sebagai Lembaga Pembinaan Khusus Anak. Tugas pokok LPKA

adalah melaksanakan tujuan pengayoman dan pembinaan anak pidana melalui

pendidikan, rehabilitasi dan reintegrasi.

Fungsi LPKA adalah melaksanakan pembinaan, pembimbingan, pengawasan,

pendampingan, pendidikan dan pelatihan serta hak lain sesuai dengan ketentuan

perundang-undangan yang berlaku. Wewenang LPKA adalah melaksanakan

pembinaan bagi anak pidana berdasarkan sistem, kelembagaan dan cara

pembinaan sebagai upaya terakhir dari sistem pemidanaan dalam sistem peradilan

pidana anak di Indonesia. Berdasarkan data pada LPKA Kelas II Bandar Lampung
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diketahui jumlah anak pidana pada Tahun 2017 adalah 222 anak, terdiri dari 35

anak berstatus sebagai tahanan dan 187 anak berstatus sebagai narapidana.7

Isu hukumnya adalah adanya kesenjangan antara ketentuan Pasal 85 UU SPPA

dengan pelaksanaannya di lapangan. Ketentuan Pasal 85 UU SPPA adalah:

(1) Anak yang dijatuhi pidana penjara ditempatkan di LPKA.
(2) Anak sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) berhak memperoleh

pembinaan, pembimbingan, pengawasan, pendampingan, pendidikan dan
pelatihan, serta hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

(3) LPKA wajib menyelenggarakan pendidikan, pelatihan keterampilan,
pembinaan, dan pemenuhan hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

(4) Pembimbing Kemasyarakatan melakukan penelitian kemasyarakatan untuk
menentukan penyelenggaraan program pendidikan dan pembinaan
sebagaimana dimaksud pada Ayat (3).

(5) Bapas wajib melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan program
sebagaimana dimaksud pada Ayat (4).

Sesuai dengan ketentuan di atas maka anak yang dijatuhi pidana penjara di LPKA

berhak memperoleh pembinaan, pembimbingan, pengawasan, pendampingan,

pendidikan dan pelatihan, serta hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan. Kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa LPKA Kelas II

Bandar Lampung didirikan pada Tahun 2014 berdasarkan Keputusan Menteri

Hukum dan HAM Nomor: M.HH-09.OT.01.02 Tahun 2014, sehingga masih

relatif baru. Hal ini berdampak pada belum optimalnya penyelenggaraan

pendidikan, pelatihan keterampilan, pembinaan, dan pemenuhan hak lain sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan oleh LPKA. Penyebabnya

antara lain keterbatasan sumber daya manusia pembina dan sarana prasarana. 8

7 Data pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bandar Lampung Tahun 2017
8 http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt56bd545ec1d07/pendidikan-bagi-anak-di-lembaga-
pembinaan-khusus-anak-lpka. Diakses Sabtu 23 September 2017. Pukul 14.30 -15.00 WIB



9

Berdasarkan uraian di atas, penulis melaksanakan penelitian yang berjudul: peran

Lembaga Pembinaan Khusus Anak dalam Proses Pembinaan Anak Pidana (Studi

di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bandar Lampung)

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan

Permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Bagaimanakah peran Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bandar

Lampung dalam Proses Pembinaan Anak Pidana?

b. Apakah faktor-faktor yang mengambat peran Lembaga Pembinaan Khusus

Anak Kelas II Bandar Lampung dalam Proses Pembinaan Anak Pidana?

2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup ilmu penelitian adalah hukum pidana, dengan kajian mengenai

peran Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bandar Lampung dalam proses

pembinaan anak pidana dan faktor-faktor yang mengambat peran tersebut. Ruang

lingkup lokasi penelitian adalah pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II

Bandar Lampung dan waktu penelitian dilaksanakan Tahun 2017.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang diajukan maka tujuan penelitian ini adalah:

a. Untuk mengetahui peran Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bandar

Lampung dalam proses pembinaan anak pidana
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b. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mengambat peran Lembaga Pembinaan

Khusus Anak Kelas II Bandar Lampung dalam proses pembinaan anak pidana

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini terdiridari kegunaan teoritis dan kegunaan praktis sebagai

berikut:

a. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk memperkaya khazanah

ilmu hukum pidana, khususnya tentang peran Lembaga Pembinaan Khusus

Anak Kelas II Bandar Lampung dalam Proses Pembinaan Anak Pidana

b. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai sumbangan pemikiran

bagi Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bandar Lampung dalam

menyelenggarakan proses pembinaan anak berdasarkan Sistem Peradilan

Pidana Anak. Selain itu diharapkan berguna bagi pihak-pihak lain yang akan

melakukan penelitian tentang pemidanaan terhadap anak di masa mendatang.

D. Kerangka Teori dan Konseptual

1. Kerangka Teori

Kerangka pemikiran merupakan adalah abstraksi hasil pemikiran atau kerangka

acuan atau dasar yang relevan untuk pelaksanaan suatu penelitian ilmiah,

khususnya penelitian hukum. Berdasarkan pernyataan di atas maka teori yang

digunakan untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai

berikut:
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a. Teori Peran

Peran diartikan sebagai seperangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang

yang berkedudukan di masyarakat. Kedudukan dalam hal ini diharapkan sebagai

posisi tertentu di dalam masyarakat yang mungkin tinggi, sedang-sedang saja atau

rendah. Kedudukan adalah suatu wadah yang isinya adalah hak dan kewajiban

tertentu, sedangkan hak dan kewajiban tersebut dapat dikatakan sebagai peran9

Secara sosiologis peran adalah aspek dinamis yang berupa tindakan atau perilaku

yang dilaksanakan seseorang yang menempati atau memangku posisi dan

melaksanakan hak-hak dan kewajiban sesuai kedudukannya. Jika seseorang

menjalankan peran tersebut dengan baik, dengan sendirinya akan berharap bahwa

apa yang dijalankan sesuai dengan keinginan dari lingkungannya. peran secara

umum adalah kehadiran di dalam menentukan suatu proses keberlangsungan.10

Peran dimaknai sebagai tugas atau pemberian tugas kepada seseorang atau

sekumpulan orang yang memiliki aspek-aspek sebagai berikut:

1) Peran meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat
seseorang dalam masyarakat. peran dalam arti ini merupakan rangkaian
peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan masyarakat.

2) Peran adalah suatu konsep perihal apa yang dapat dilakukan oleh individu
dalam masyarakat sebagai organisasi.

3) Peran juga dapat diartikan sebagai perilaku individu yang penting bagi
struktur sosial masyarakat.11

Jenis-jenis peran sebagai berikut:

1) Peran normatif adalah peran yang dilakukan oleh seseorang atau lembaga
yang didasarkan pada seperangkat norma atau hukum yang berlaku dalam
kehidupan masyarakat

9 Kamus Bahasa Indonesia. Balai Pustaka, Jakarta. 2002. hlm. 348.
10 Soerjono Soekanto. Sosiologi Suatu Pengantar. Rajawali Press. Jakarta. 2002. hlm.242
11 Ibid. hlm.242
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2) Peran ideal adalah peran yang dilakukan oleh seseorang atau lembaga
yang didasarkan pada nilai-nilai ideal atau yang seharusnya dilakukan
sesuai dengan kedudukannya di dalam suatu sistem.

3) Peran faktual adalah peran yang dilakukan oleh seseorang atau lembaga
yang didasarkan pada kenyataan secara konkrit di lapangan atau kehidupan
sosial yang terjadi secara nyata.12

b. Teori Faktor yang Menghambat Penegakan Hukum

Penegakan hukum bukan semata-mata pelaksanaan perundang-undangan saja,

namun terdapat juga faktor-faktor yang menghambat, yaitu sebagai berikut:

1) Faktor Perundang-undangan (Substansi hukum)
Praktek menyelenggaraan penegakan hukum di lapangan seringkali terjadi
pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Hal ini dikarenakan
konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak
sedangkan kepastian hukum merupakan prosedur yang telah ditentukan
secara normatif. Oleh karena itu suatu tindakan atau kebijakan yang tidak
sepenuhnya berdasarkan hukum merupakan suatu yang dapat dibenarkan
sepanjang kebijakan atau tindakan itu tidak bertentangan dengan hukum.

2) Faktor penegak hukum
Salah satu kunci dari keberhasilan dalam penegakan hukum adalah
mentalitas atau kepribadian dari penegak hukumnya sendiri. Dalam rangka
penegakan hukum oleh setiap lembaga penegak hukum, keadilan dan
kebenaran harus dinyatakan, terasa, terlihat dan diaktualisasikan.

3) Faktor sarana dan fasilitas
Sarana dan fasilitas yang mendukung mencakup organisasi yang baik,
peralatan yang memadai, keuangan yang cukup. Tanpa sarana dan fasilitas
yang memadai, penegakan hukum tidak dapat berjalan dengan lancar dan
penegak hukum tidak mungkin menjalankan peran semestinya.

4) Faktor masyarakat
Masyarakat mempunyai pengaruh yang kuat terhadap pelaksanaan
penegakan hukum, sebab penegakan hukum berasal dari masyarakat dan
bertujuan untuk mencapai dalam masyarakat. Bagian yang terpenting
dalam menentukan penegak hukum adalah kesadaran hukum masyarakat.
Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat maka akan semakin
memungkinkan penegakan hukum yang baik.

5) Faktor Kebudayaan
Kebudayaan Indonesia merupakan dasar dari berlakunya hukum adat.
Berlakunya hukum tertulis (perundang-undangan) harus mencerminkan
nilai-nilai yang menjadi dasar hukum adat. Semakin banyak penyesuaian
antara peraturan perundang-undangan dengan kebudayaan masyarakat,
maka akan semakin mudahlah dalam menegakannya.13

12 Ibid. hlm.243
13 Soerjono Soekanto. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Rineka Cipta.
Jakarta. 1983. hlm.8-10
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2. Konseptual

Konseptual adalah susunan berbagai konsep yang menjadi fokus pengamatan

dalam melaksanakan penelitian14. Berdasarkan definisi tersebut, maka batasan

pengertian dari istilah yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

a. Peran adalah aspek dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang

melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka dia

menjalankan suatu peran15

b. Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) menurut Keputusan Menteri

Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.HH-

09.OT.01.02 Tahun 2014 tentang Penetapan Sementara Lembaga

Pemasyarakatan atau Rumah Tahanan Negara sebagai Lembaga Pembinaan

Khusus Anak adalah tempat untuk mencapai tujuan pengayoman dan

pembinaan anak pidana melalui pendidikan, rehabilitasi dan reintegrasi.

c. Anak menurut Pasal 1 Angka (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 jo

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak adalah

seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang

masih dalam kandungan

d. Pembinaan adalah Anak menurut Pasal 1 Angka (1) Undang-Undang Nomor

23 Tahun 2002 jo Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang

Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas)

tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan

14 Soerjono Soekanto. Pengantar Penelitian Hukum. Rineka Cipta. Jakarta. 1986. hlm.103
15 Soerjono Soekanto. Loc Cit. 2002. hlm.243
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E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari lima bab sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

Bab ini berisi pendahuluan penyusunan skripsi yang terdiri dari Latar Belakang,

Permasalahan dan Ruang Lingkup, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Kerangka

Teori dan Konseptual serta Sistematika Penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi tinjauan pustaka dari berbagai konsep atau kajian yang berhubungan

dengan penyusunan skripsi tentang peran Lembaga Pembinaan Khusus Anak

Kelas II Bandar Lampung dalam Proses Pembinaan Anak Pidana

III. METODE PENELITIAN

Berisi metode yang digunakan dalam penelitian, terdiri dari Pendekatan Masalah,

Sumber Data, Penentuan Narasumber, Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan

Data serta Analisis Data.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berisi penyajian hasil penelitian, pembahasan dan análisis mengenai peran

Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bandar Lampung dalam Proses

Pembinaan Anak Pidana dan faktor-faktor penghambat peran Lembaga

Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bandar Lampung dalam Proses Pembinaan

Anak Pidana

V. PENUTUP

Berisi kesimpulan umum yang didasarkan pada hasil analisis dan pembahasan

penelitian serta berbagai saran sesuai dengan permasalahan yang ditujukan kepada

pihak-pihak terkait dengan penelitian ini.



15

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Anak dan Perlindungan Hukum terhadap Anak

Beberapa pengertian mengenai anak menurut peraturan perundang-undangan di

Indonesia yang mengatur tentang usia yang dikategorikan sebagai anak, yaitu

sebagai berikut:

a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 jo Undang-Undang Nomor 35 Tahun

2014 tentang Perlindungan Anak

Pasal 1 angka (1), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 jo Undang-Undang

Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, menjelaskan anak adalah

seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang

masih dalam kandungan.

b. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana

Anak

Pasal 1 angka (3), Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem

Peradilan Pidana Anak menjelaskan bahwa anak yang Berkonflik dengan

Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12

(dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga

melakukan tindak pidana.
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Sistem Peradilan Pidana di Indonesia memberikan perhatian secara khusus

terhadap anak-anak yang bermasalah dengan hukum. Hal ini dipertegas dengan

diberlakukannya kedua undang-undang tersebut yang memandang anak sebagai

bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang

merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa, yang memiliki

peranan strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus, memerlukan pembinaan

dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik,

mental dan sosial secara seimbang.

Anak merupakan amanah sekaligus karunia Tuhan YME, yang senantiasa harus

dijaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai

manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak merupakan bagian dari hak

asasi manusia yang termuat dalam UUD 1945 dan Konvensi PBB tentang Hak-

Hak Anak. Anak dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, adalah masa depan

bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas

kelangsungan hidup, tumbuh, berkembang, berpartisipasi, perlindungan dari

tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.

Berdasarkan Pasal 1 Angka (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 jo

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang

dimaksud dengan perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan

melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan

berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan,

serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
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Perlindungan khusus adalah perlindungan yang diberikan kepada anak dalam

situasi darurat, anak yang melakukan tindak pidana, anak dari kelompok minoritas

dan terisolasi, anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak

yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika,

alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan,

penjualan, perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, anak

yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 jo. Undang-Undang Nomor 35 Tahun

2014 tentang Perlindungan Anak menegaskan bahwa pertanggungjawaban orang

tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara merupakan rangkaian kegiatan

yang dilaksanakan secara terus-menerus demi terlindunginya hak-hak anak.

Rangkaian kegiatan itu harus berkelanjutan dan terarah guna menjamin

pertumbuhan dan perkembangan anak, baik fisik, mental, spiritual maupun sosial.

Tindakan ini dimaksudkan untuk mewujudkan kehidupan terbaik bagi anak

sebagai penerus bangsa yang potensial, tangguh, memiliki nasionalisme yang

dijiwai oleh akhlak mulia dan nilai Pancasila, serta berkemauan keras menjaga

kesatuan dan persatuan bangsa dan negara.

Upaya perlindungan anak perlu dilaksanakan sedini mungkin, yakni sejak dari

janin dalam kandungan sampai anak berumur 18 (delapan belas) tahun. Bertitik

tolak dari konsepsi perlindungan anak yang utuh, menyeluruh, dan komprehensif,

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 jo.Undang-Undang Nomor 35 Tahun

2014 tentang Perlindungan Anak meletakkan kewajiban memberikan

perlindungan kepada anak berdasarkan asas-asas yaitu:
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a) Nondiskriminasi;

b) Kepentingan yang terbaik bagi anak;

c) Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan;

d) Penghargaan terhadap pendapat anak.

Upaya pembinaan, pengembangan dan perlindungan anak, memerlukan peran

masyarakat, baik melalui lembaga perlindungan anak, lembaga keagamaan,

lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial, dunia

usaha, media massa, atau lembaga pendidikan.

Perlindungan anak pada dasarnya merupakan suatu bidang pembangunan

nasional, di mana semangat yang dikembangkan bahwa melindungi anak adalah

melindungi manusia, dan membangun manusia seutuhnya. Hakekat Pembangunan

Nasional adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya yang berbudi luhur.

Mengabaikan masalah perlindungan anak berarti tidak akan memantapkan

pembangunan nasional. Akibat tidak adanya perlindungan anak akan

menimbulkan berbagai permasalahan sosial yang dapat mengganggu penegakan

hukum, ketertiban, keamanan, dan pembangunan hukum itu sendiri.16

Perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana merupakan

perwujudan dari pemenuhan hak-hak anak dalam konteks sistem peradilan pidana

anak. Hak-hak anak yang menjadi sorotan utama dalam proses ini adalah sebagai

berikut; sebagai tersangka, hak-hak yang diperoleh sebagai tindakan perlindungan

terhadap tindakan yang merugikan (fisik, psikologis dan kekerasan), hak untuk

yang dilayani kerena penderitaan fisik, mental, dan sosial atau penyimpangan

16 Maulana Hasan Wadong, Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak, Gramedia
Widiaksara Indonesia, Jakarta, 2006.hlm. 32
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perilaku sosial; hak didahulukan dalam proses pemeriksaan, penerimaan laporan,

pengaduan dan tindakan lanjutan dari proses pemeriksaan; hak untuk dilindungi

dari ancaman kekerasan dari akibat laporan dan pengaduan yang diberikan. 17

Hak-hak anak dalam proses penuntutan, meliputi sebagai berikut: menetapkan

masa tahanan anak cuma pada sudut urgensi pemeriksaan, membuat dakwaan

yang dimengerti anak, secepatnya melimpahkan perkara ke Pengadilan,

melaksanakan ketetapan hakim dengan jiwa dan semangat pembinaan atau

mengadakan rehabilitasi. Hak-hak anak pada saat pemeriksaan di Kejaksaan

sebagai berikut; hak untuk mendapatkan keringanan masa/waktu penahanan,

hakuntuk mengganti status penahanan dari penahanan Rutan (Rumah Tahanan

Negara) menjadi tahanan rumah atau tahanan kota, hak untuk mendapatkan

perlindungan dari ancaman, penganiayaan, pemerasan dari pihak yang beracara,

hak untuk mendapatkan fasilitas dalam rangka pemerisaan dan penuntutan, hak

untuk didampingi oleh penasehat hukum. 18

Hak-hak anak dalam proses persidangan antara lain adalah; hak untuk

memperoleh pemberitahuan datang kesidang Pengadilan (Pasal 145 KUHAP), hak

untuk menerima surat penggilan guna menghadiri sidang Pengadilan (Pasal 146

Ayat (1) KUHAP), hak untuk memperoleh apa yang didakwakan (Pasal 51 hurub

b KUHAP), hak untuk mendapatkan juru bahasa atau penerjemah (Pasal 53, Pasal

177, Pasal 165 Ayat (4) KUHAP), hak untuk mengusahakan atau mengajukan

saksi (Pasal 65 dan Pasal 165 Ayat (4) KUHAP). 19

17 Nikmah Rosidah, Budaya Hukum Hakim Anak di Indonesia. Penerbit Pustaka Magister,
Semarang. 2014 hlm.5.
18 Ibid. hlm. 34
19 Ibid. hlm. 34
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B. Teori dan Tujuan Pemidanaan

Menurut Barda Nawawi Arief20, pengaturan tentang pemidanaan telah mengalami

kemajuan di mana tujuan pemidanaan dan pedoman pemidanaan sudah

dirumuskan secara jelas dan rinci sebagai bagian untuk menentukan batas

pemidanaan (the limit of sentencing) dan penentuan bobot pemidanaan (the level

of sentencing). Ketentuan dalam pemidanaan ini dipertegas dengan penentuan

jenis-jenis sanksi yang memberikan alternatif bagi Pengadilan untuk menentukan

sanksi yang patut bagi pelaku berdasarkan tingkat kejahatan, kondisi pelaku dan

keadaaan-keadaaan lainnya, sehingga tidak ada penyamarataan (indiscriminately)

atas penjatuhan pidana.

Pidana penjara atau pencabutan kemerdekaan, meskipun masih sulit dihapuskan,

juga mulai menjadi jenis sanksi yang dalam penerapannya lebih selektif. Namun

masih diaturnya hukuman mati, yang banyak tersebar dalam beberapa delik,

menjadi bagian yang lebih mengancam tujuan pemidanaan yang telah dirumuskan

meskipun dinyatakan sebagai salah satu sanksi pidana yang khusus. Sementara itu

sanksi berupa tindakan, diatur lebih maju atau lebih baik dari pengaturan tentang

berbagai sanksi tindakan yang saat ini diatur dalam hukum positif Indonesia, baik

dalam KUHP maupun undang-undang lainnya. 21

Tujuan pemidanaan yang menekankan pada rehabilitasi atau pembinaan terhadap

terdakwa terdapat dalam beberapa ketentuan mengenai pengurangan

pemidanaannya. Menurut Pasal 72 Ayat (2) RUU KUHP Tahun 2014, terhadap

20 Barda Nawawi Arief. RUU KUHP Baru Sebuah Restrukturisasi/ Rekonstruksi Sistem Hukum
Pidana Indonesia. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang. 2009. hlm. 24
21 Ibid. hlm. 25
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terpidana yang mendapatkan pidana penjara seumur hidup, dapat memperoleh

keringanan masa pidana menjadi 15 tahun apabila terpidana telah menjalani

pidananya selama 10 tahun dan dengan berkelakuan baik.

Pelaksanaan sanksi pidana dengan beberapa rumusan tentang diakuinya kondisi,

perbuatan atau kelakuan terpidana sebetulnya menegaskan kembali bahwa tujuan

pemidanaan yang hendak dianut adalah pola pemidanaan yang menghindarkan

dari tujuan pemidanaan yang bersifat retributif di mana terdapat ketentuan yang

menyatakan bahwa tujuan pemidanaan bukan sebagai pembalasan. Penetapan dan

pelaksanaan sanksi pidana dapat dirubah jika ada perubahan perilaku terpidana ke

arah yang lebih baik menjadi salah satu karakteristik bahwa tujuan pemidanaan

dari segi manfaat atau kegunaannya di mana yang dilihat adalah situasi atau

keadaan yang ingin dihasilkan dengan dijatuhkannya pidana itu.

Sehubungan dengan hal tersebut menurut Muladi22, tujuan pemidanaan dikenal

tiga teori tujuan pemidanaan, yaitu sebagai berikut:

a. Teori Absolut atau Pembalasan
Menurut teori ini pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah
melakukan suatu kejahatan atau tindak pidana. Pidana merupakan suatu
pembalasan yang mutlak dari tindak pidana tanpa tawar menawar.Tuntutan
keadilan yang sifatnya absolut ini terlihat jelas bahwa pidana tidak pernah
dilaksanakan semata-mata sebagai sarana untuk mempromosikan tujuan
atau kebaikan masyarakat. tetapi dalam semua hal harus dikenakan karena
orang yang bersangkutan telah melakukan kejahatan. Bahwa walaupun
seluruh anggota masyarakat sepakat untuk menghancurkan dirinya sendiri
(membubarkan masyarakat), pembunuhan terakhir yang masih dipidana di
dalam penjara harus dipidana sebelum resolusi atau keputusan
pembubaran masyarakat itu dilaksanakan.

b. Teori Relatif atau Tujuan
Menurut teori relatif, tujuan pidana bukanlah sekedar melaksanakan
pembalasan dari suatu perbuatan jahat, tetapi juga rnernpunyai tujuan lain
yang bermanfaat, dalam arti bahwa pidana dijatuhkan bukan karena orang

22 Muladi. Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana. Badan Penerbit UNDIP.
Semarang. 2001. hlm. 75.
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telah berbuat jahat, melainkan pidana dijatuhkan agar orang tidak
melakukan kejahatan. Memidana harus ada tujuan lebih lanjut daripada
hanya menjatuhkan pidana saja. Jadi dasar pembenaran pidana munurut
teori relatif atau tujuan ini adalah terletak pada tujuannya. Teori ini seperti
telah dikenal dengan rehabilitation theory. Sedangkan prevensi umum
dirnaksudkan pengaruh pidana terhadap masyarakat, artinya pencegaaan
kejahatan itu ingin dicapai oleh pidana dengan mempengaruhi tingkah laku
masyarakat untuk tidak melakukan tindak pidana. Ada tiga bentuk
pengaruh dalam pengertian prevensi umum, yaitu pengaruh pencegahan,
pengaruh untuk memperkuat larangan-larangan moral dan pengaruh
mendorong suatu kebiasaan perbuatan patuh pada hukum. Prevensi umum
mempunyai tiga fungsi, yaitu menegakkan kewibawaan, menegakkan
norma dan membentuk norma. Tujuan pidana untuk rnencegah kejahatan
ini dapat dibedakan antara prevensi khusus (special prevention) dengan
prevensi umum (general prevention), prevensi khusus dimaksudkan
pengaruh pidana terhadap pidana hingga pencegahan kejahatan ini ingin
dicapai oleh pidana dengan mempengaruhi tingkah laku terpidana untuk
tidak melakukan tindak pidana.

c. Teori Integratif atau Gabungan
Menurut teori ini pemberian pidana di samping sebagai pembalasan dari
suatu tindak pidana yang dilakukan juga sebagai usaha mencegah
dilakukannya tindak pidana. Selain sebagai pembalasan atas suatu tidak
pidana, pidana diberikan untuk mempengaruhi perilaku masyarakat umum
demi perlindungan masyarakat. Tujuan pidana dan pembenaran
penjatuhan pidana di samping sebagai pembalasan juga diakui sebagai
pidana yang memiliki kemanfaatan baik terhadap individu maupun
terhadap masyarakat. Ajaran ini memungkinkan adanya kemungkinan
untuk mengadakan sirkulasi terhadap teori pemidanaan yang
mengintegrasikan beberapa fungsi sekaligus.

Timbulnya teori gabungan atau aliran integratif ini karena adanya berbagai

kelemahan pada teori pembalasan dan teori tujuan. Menurut Binding kelemahan-

kelemahan terdapat pada teori pembalasan adalah terlalu sulit untuk menentukan

berat ringannya pidana diragukankan adanya hak negara untuk rnenjatuhkan

pidana sebagai pembalasan, pidana pemba1asan tidak bcrmanfaat bagi

masyarakat. Pidana hanya ditujukan untuk mencegah kejahatan, sehingga

dijatuhkan pidana yang berat oleh teori pencegahan umum maupun teori

pencegahan khusus.
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Pemidanaan merupakan penjatuhan pidana/sentencing sebagai upaya yang sah

yang dilandasi oleh hukum untuk mengenakan nestapa penderitaan pada

seseorang yang melalui proses peradilan pidana terbukti secara sah dan

meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana. Jadi pidana berbicara

mengenai hukumannya dan pemidanaan berbicara mengenai proses penjatuhan

hukuman itu sendiri.23

Sistem peradilan pidana merupakan suatu jaringan (network) peradilan yang

menggunakan hukum pidana sebagai sarana utamanya, baik hukum pidana

materil, hukum pidana formil maupun hukum pelaksanaan pidana. Namun

demikian kelembagaan substansial ini harus dilihat dalam kerangka atau konteks

sosial. Sifatnya yang terlalu formal apabila dilandasi hanya untuk kepentingan

kepastian hukum saja akan membawa bencana berupa ketidakadilan. Dengan

demikian demi apa yang dikatakan sebagai precise justice, maka ukuran-ukuran

yang bersifat materiil, yang nyata-nyata dilandasi oleh asas-asas keadilan yang

bersifat umum benar-benar harus diperhatikan dalam penegakan hukum. 24

Sistem peradilan pidana pelaksanaan dan penyelenggaan penegakan hukum

pidana melibatkan badan-badan yang masing-masing memiliki fungsi sendiri-

sendiri. Badan-badan tersebut yaitu Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan

lembaga pemasyarakatan. Dalam kerangka kerja sistematik ini tindakan badan

yang satu akan berpengaruh pada badan yang lainnya. Instansi-instansi tersebut

masing-masing menetapkan hukum dalam bidang dan wewenangnya.

23 Nikmah Rosidah, Asas-Asas Hukum Pidana. Penerbit Pustaka Magister, Semarang. 2011
hlm.68.
24 Romli Atmasasmita. Sistem Peradilan Pidana. Binacipta. Bandung. 1996. hlm. 2.
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Pandangan penyelenggaran tata hukum pidana demikian itu disebut model kemudi

(stuur model). Jadi kalau polisi misalnya hanya memarahi orang yang melanggar

peraturan lalu lintas dan tidak membuat proses verbal dan meneruskan perkaranya

ke Kejaksaan, itu sebenarnya merupakan suatu keputusan penetapan hukum.

Demikian pula keputusan Kejaksaan untuk menuntut atau tidak menuntut

seseorang di muka Pengadilan. Ini semua adalah bagian-bagian dari kegiatan

dalam rangka penegakan hukum, atau dalam suasana kriminologi disebut crime

control suatu prinsip dalam penanggulangan kejahatan ini ialah bahwa tindakan-

tindakan itu harus sesuai dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. 25

Selanjutnya tampak pula, bahwa sistem peradilan pidana melibatkan penegakan

hukum pidana, baik hukum pidana substantif, hukum pidana formil maupun

hukum pelaksanaan pidana, dalam bentuk yang bersifat preventif, represif maupun

kuratif. Dengan demikian akan nampak keterkaitan dan saling ketergantungan

antar subsistem peradilan pidana yakni lembaga Kepolisian, Kejaksaan,

Pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan.

Sistem peradilan pidana merupakan arti seperangkat elemen yang secara terpadu

bekerja untuk mencapai suatu tujuan, maupun sebagai abstract system dalam arti

gagasan-gagasan yang merupakan susunan yang teratur yang satu sama lain

berada dalam ketergantungan. Dalam sistem peradilan pidana dikenal tiga bentuk

pendekatan, yaitu:

a. Pendekatan Normatif
Pendekatan normatif memandang keempat aparatur penegak hukum
(kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan lembaga pemasyarakatan) sebagai
institusi pelaksana peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga

25 Sudarto. Op.Cit. hlm. 7
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keempat aparatur tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
sistem penegakan hukum semata-mata.

b. Pendekatan administratif
Pendekatan administratif memandang keempat aparatur penegak hukum
sebagai suatu organisasi manajeman yang memiliki mekanisme kerja, baik
hubungan yang bersifat horizontal maupun yang bersifat vertikal sesuai
dengan struktur organisasi yang berlaku dalam organisasi tersebut. Sistem
yang dipergunakan adalah sistem administrasi.

c. Pendekatan sosial
Pendekatan administratif memandang keempat aparatur penegak hukum
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari suatu sistem sosial,
sehingga masyarakat secara keseluruhan ikut bertanggung jawab atas
keberhasilan atau ketidak berhasilan dari keempat aparatur penegak
hukum tersebut dalam melaksanakan tugasnya. Sistem yang dipergunakan
adalah sistem sosial. 26

Komponen-komponen yang bekerja sama dalam sistem ini dikenal dalam lingkup

praktik penegakan hukum, terdiri dari Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan

Lembaga Pemasyarakatan. Empat komponen ini diharapkan bekerja sama

membentuk suatu integrated criminal justice system. Integrated criminal justice

system adalah sinkronisasi atau keserempakan dan keselarasan yang dapat

dibedakan dalam: 27

a. Sinkronisasi struktural adalah keserempakan dan keselarasan dalam
kerangka hubungan antar lembaga penegak hukum.

a. Sinkronisasi substansial adalah keserempakan dan keselarasan yang
bersifat vertikal dan horizontal dalam kaitannya dengan hukum positif.

b. Sinkronisasi kultural adalah keserempakan dan keselarasan dalam
maghayati pandangan-pandangan, sikap-sikap dan falsafah yang secara
menyeluruh mendasari jalannya sistem peradilan pidana.

Keselarasan dan keterkaitan antara subsistem yang satu dengan yang lainnya

merupakan mata rantai dalam satu kesatuan. Setiap masalah dalam salah satu

subsistem, akan menimbulkan dampak pada subsistem-subsistem yang lainnya.

Demikian pula reaksi yang timbul sebagai akibat kesalahan pada salah satu

26 Romli Atmasasmita. Sistem Peradilan Pidana. Binacipta. Bandung. 1996. hlm. 6
27

Ibid. hlm. 7
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subsistem akan menimbulkan dampak kembali pada subsistem lainnya.

Keterpaduan antar subsistem itu dapat diperoleh bila setiap subsistem menjadikan

kebijakan kriminal sebagai pedoman kerjanya. Komponen-komponen sistem

peradilan pidana, tidak boleh bekerja tanpa diarahkan oleh kebijakan kriminal.

Komponen sistem peradilan pidana sebagai salah satu pendukung atau instrumen

dari suatu kebijakan kriminal, termasuk pembuat undang-undang. Oleh karena

peran pembuat undang-undang sangat menentukan dalam politik kriminal

(criminal policy) yaitu menentukan arah kebijakan hukum pidana dan hukum

pelaksanaan pidana yang hendak ditempuh dan sekaligus menjadi tujuan dari

penegakan hukum. Dalam cakupannya yang demikian, maka sistem peradilan

pidana (criminal policy system) harus dilihat sebagai the network of court and

tribunals which deal with criminal law and it enforcement. (jaringan peradilan

pidana dalam mekanisme hukum pidana dan penegakan hukum) 28

Pemahaman pengertian sistem dalam hal ini harus dilihat dalam konteks baik

sebagai physical system dalam arti seperangkat elemen yang secara terpadu

bekerja untuk mencapai suatu tujuan, maupun sebagai abstract system dalam arti

gagasan-gagasan yang merupakan susunan yang teratur yang satu sama lain

berada dalam ketergantungan.29

Setiap sistem hukum menunjukkan empat unsur dasar, yaitu: pranata peraturan,

proses penyelenggaraan hukum, prosedur pemberian keputusan oleh Pengadilan

dan lembaga penegakan hukum. Dalam hal ini pendekatan pengembangan

28
Ibid. hlm. 8

29 Romli Atmasasmita. Sistem Peradilan Pidana. Binacipta. Bandung. 1996. hlm. 9
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terhadap sistem hukum menekankan pada beberapa hal, yaitu: bertambah

meningkatnya diferensiasi internal dari keempat unsur dasar system hukum

tersebut, menyangkut perangkat peraturan, penerapan peraturan, Pengadilan dan

penegakan hukum serta pengaruh diferensiasi lembaga dalam masyarakat

terhadap unsur-unsur dasar tersebut.30

C. Penegakan Hukum Pidana dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhinya

Penegakan hukum pidana menurut Barda Nawawi Arief sebagaimana dikutip

Heni Siswanto adalah: (a) keseluruhan rangkaian kegiatan penyelenggara/

pemeliharaan keseimbangan hak dan kewajiban warga masyarakat sesuai harkat

dan martabat manusia serta pertanggungjawaban masing-masing sesuai dengan

fungsinya secara adil dan merata, dengan aturan hukum dan peraturan hukum dan

perundang-undangan yang merupakan perwujudan Pancasilan dan Undang-

Undang Dasar 1945; (b) keseluruhan kegiatan dari para pelaksana penegak hukum

ke arah tegaknya hukum, keadilan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat

manusia, ketertiban, ketenteraman dan kepastian hukum sesuai dengan Undang-

Undang Dasar 1945.31

Menurut Joseph Goldstein sebagaimana dikutip Mardjono Reksodiputro,

penegakan hukum sendiri, harus diartikan dalam kerangka tiga konsep, yaitu:

1. Konsep penegakan hukum yang bersifat total (total enforcement concept)
yang menuntut agar semua nilai yang ada dibelakang norma hukum
tersebut ditegakkan tanpa terkecuali

2. Konsep penegakan hukum yang bersifat penuh (full enforcement concept)
yang menyadari bahwa konsep total perlu dibatasi dengan hukum acara
dan sebagainya demi perlindungan kepentingan individual

30
Ibid. hlm. 9

31 Heni Siswanto, Rekonstruksi Sistem Penegakan Hukum Pidana Menghadapi Kejahatan
Perdagangan Orang, Penerbit Pustaka Magister, Semarang, 2013, hlm.85-86.
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3. Konsep penegakan hukum aktual (actual enforcement concept) yang
muncul setelah diyakini adanya diskresi dalam penegakan hukum karena
keterbatasan-keterbatasan, baik yang berkaitan dengan sarana, kualitas
sumber daya manusianya, perundang-undangannya dan kurangnya
partisipasi masyarakat. 32

Negara Indonesia adalah negara hukum (recht staats), maka setiap orang yang

melakukan tindak pidana harus mempertanggungjawabkan perbuatannya melalui

penegakan hukum. Hukum dalam hal ini merupakan sarana bagi penegakan

hukum. Penegakan hukum mengandung makna bahwa tindak pidana adalah suatu

perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum dan disertai dengan ancaman (sanksi)

yang berupa pidana tertentu sebagai pertanggungjawabannya33

Menurut Lawrence Friedman sebagaimana dikutip Mardjono Reksodiputro,

unsur-unsur sistem hukum itu terdiri dari struktur hukum (legal structure),

substansi hukum (legal substance) dan budaya hukum (legal culture).

a. Struktur hukum meliputi badan eksekutif, legislatif dan yudikatif serta
lembaga-lembaga terkait, seperti Kejaksaan, Kepolisian, Pengadilan,
Komisi Judisial, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan lain-lain.

b. Substansi hukum adalah mengenai norma, peraturan maupun undang-
undang.

c. Budaya hukum adalah meliputi pandangan, kebiasaan maupun perilaku
dari masyarakat mengenai pemikiran nilai-nilai dan pengharapan dari
sistim hukum yang berlaku, dengan perkataan lain, budaya hukum itu
adalah iklim dari pemikiran sosial tentang bagaimana hukum itu
diaplikasikan, dilanggar atau dilaksanakan. 34

Substansi hukum bukanlah sesuatu yang mudah direncanakan, bahkan hal ini

dapat dianggap sebagai perkara yang sulit, namun bukan karena kesulitan itulah

sehingga substansi hukum perlu direncankan, melainkan substansi hukum juga

32 Mardjono Reksodiputro, Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Melihat Kejahatan dan
Penegakan Hukum dalam Batas-Batas Toleransi, Pusat Keadilan dan Pengabdian Hukum, Jakarta,
1994, hlm.76.
33

Ibid, hlm.79.
34 Mardjono Reksodiputro. Op. Cit. hlm.86.
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sangat tergantung pada bidang apakah yang hendak diatur. Perlu pula diperhatikan

perkembangan sosial, ekonomi dan politik, termasuk perkembangan di tingkat

global yang semuanya sulit diprediksi. Sikap politik yang paling pantas untuk

diambil adalah meletakan atau menggariskan prinsip-prinsip pengembangannya.

Budaya hukum (legal culture) menjelaskan keanekaragaman ide tentang hukum

yang ada dalam berbagai masyarakat dan posisinya dalam tatanan sosial. Ide-ide

ini menjelaskan tentang praktik-praktik hukum, sikap warga negara terhadap

hukum dan kemauan dan ketidakmauannya untuk mengajukan perkara, dan

signifikansi hukum yang relatif, dalam menjelaskan pemikiran dan perilaku yang

lebih luas di luar praktik dan bentuk diskursus khusus yang terkait dengan

lembaga hukum. Dengan demikian, variasi budaya hukum mungkin mampu

menjelaskan banyak tentang perbedaan-perbedaan cara di mana lembaga hukum

yang nampak sama dapat berfungsi pada masyarakat yang berbeda.

Aspek kultural melengkapi aktualisasi suatu sistem hukum, yang menyangkut

dengan nilai-nilai, sikap, pola perilaku para warga masyarakat dan faktor

nonteknis yang merupakan pengikat sistem hukum tersebut. Wibawa hukum

melengkapi kehadiran dari faktor-faktor non teknis dalam hukum. Wibawa hukum

memperlancar bekerjanya hukum sehingga perilaku orang menjadi positif

terhadap hukum. Wibawa hukum tidak hanya berkaitan dengan hal-hal yang

rasional, tetapi lebih daripada itu mengandung unsur-unsur spiritual, yaitu

kepercayaan. Kewibawaan hukum dapat dirumuskan sebagai suatu kondisi

psikologis masyarakat yang menerima dan menghormati hukumnya. Budaya

hukum diterjemahkan sebagai sikap dan nilai yang berhubungan dengan hukum
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dan lembaganya, baik secara positif, maupun negatif. Jika masyarakat mempunyai

nilai yang positif, maka hukum akan diterima dengan baik, sebaliknya jika

negatif, masyarakat menentang dan menjauhi hukum dan menganggap hukum

tidak ada, membentuk undang-undang memang merupakan budaya hukum.

Penegakan hukum bukan semata-mata pelaksanaan perundang-undangan saja,

namun terdapat juga faktor-faktor yang menghambat, yaitu sebagai berikut:

1) Faktor Perundang-undangan (Substansi hukum)
Praktek menyelenggaraan penegakan hukum di lapangan seringkali terjadi
pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Hal ini dikarenakan
konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak
sedangkan kepastian hukum merupakan prosedur yang telah ditentukan
secara normatif. Oleh karena itu suatu tindakan atau kebijakan yang tidak
sepenuhnya berdasarkan hukum merupakan suatu yang dapat dibenarkan
sepanjang kebijakan atau tindakan itu tidak bertentangan dengan hukum.

2) Faktor penegak hukum
Salah satu kunci dari keberhasilan dalam penegakan hukum adalah
mentalitas atau kepribadian dari penegak hukumnya sendiri. Dalam rangka
penegakan hukum oleh setiap lembaga penegak hukum, keadilan dan
kebenaran harus dinyatakan, terasa, terlihat dan diaktualisasikan.

3) Faktor sarana dan fasilitas
Sarana dan fasilitas yang mendukung mencakup tenaga manusia yang
berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang
memadai, keuangan yang cukup. Tanpa sarana dan fasilitas yang
memadai, penegakan hukum tidak dapat berjalan dengan lancar dan
penegak hukum tidak mungkin menjalankan peran semestinya.

4) Faktor masyarakat
Masyarakat mempunyai pengaruh yang kuat terhadap pelaksanaan
penegakan hukum, sebab penegakan hukum berasal dari masyarakat dan
bertujuan untuk mencapai dalam masyarakat. Bagian yang terpenting
dalam menentukan penegak hukum adalah kesadaran hukum masyarakat.
Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat maka akan semakin
memungkinkan penegakan hukum yang baik.

5) Faktor Kebudayaan
Kebudayaan Indonesia merupakan dasar dari berlakunya hukum adat.
Berlakunya hukum tertulis (perundang-undangan) harus mencerminkan
nilai-nilai yang menjadi dasar hukum adat. Dalam penegakan hukum,
semakin banyak penyesuaian antara peraturan perundang-undangan
dengan kebudayaan masyarakat, maka akan semakin mudahlah dalam
menegakannya.35

35 Soerjono Soekanto. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Rineka Cipta.
Jakarta. 1983. hlm.8-10
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D. Pembinaan Anak yang Melakukan Tindak Pidana

Pembinaan secara umum adalah kegiatan yang dilakukan secra berdayaguna untuk

mendapatkan hasil yang lebih baik dari sebelumnya. Sedangkan yang diatur dalam

Pasal 1 butir 1 Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan

dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan adalah “Pembinaan diartikan

sebagai kegiatan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan kepada Tuhan Yang

Maha Esa, intelektual sikap dan perilaku, profesional, kesehatan jasmani dan

rohani narapidana dan anak didik pemasyarakatan.

Tujuan pembinaan bagi Warga Binaan Pemasyarakatan dan Anak yang

Bermasalah dengan Hukum, berkaitan erat dengan tujuan pemidanaan. Dalam

Rancangan KUHP Nasional telah diatur penjatuhan pidana yaitu:

a. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum

demi pengayoman masyarakat.

b. Mengadakan koreksi terhadap terpidana, dengan demikian menjadikannya

orang baik dan berguna, serta mampu untuk hidup bermasyarakat.

c. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan

keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat

d. Membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

Pembinaan adalah suatu proses di mana orang-orang mencapai kemampuan

tertentu untuk membantu mencapai tujuan organisasi. Oleh karena itu, proses ini
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terkait dengan berbagai tujuan organisasi, pembinaan dapat dipandang secara

sempit maupun luas.36

Pembinaan terhadap anak pelaku tindak pidana di Lembaga Pembinaan Khusus

Anak dilaksanakan berdasarkan asas-asas pembinaan sebagaimana disebutkan

dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan

yaitu:

a. Asas Pengayoman, bahwa perlakuan terhadap warga binaan pemasyarakatan
adalah dalam rangka melindungi masyarakat dari kemungkinan diulanginya
tindak pidana oleh warga binaan pemasyarakatan. Dan juga memberikan
bekalkehidupan kepada warga binaan pemasyarakatan, agar menjadi warga
yang berguna di dalam masyarakat.

b. Asas Persamaan Perlakuan dan Pelayanan, bahwa warga binaan
pemasyarakatan mendapat perlakuan dan pelayanan yang sama di dalam
Lembaga Pemasyarakatan, tanpa membedakan orangnya.

c. Asas Pendidikan, bahwa di dalam Lembaga Pemasyarakatan warga binaan
pemasyarakatan mendapat pendidikan yang dilaksanakan berdasarkan
Pancasila, antara lain dengan menanamkan jiwa kekeluargaan,
keterampilan, pendidikan kerohanian dan kesempatan menunaikan ibadah
sesuai agamanya masing-masing.

d. Asas Pembinaan, bahwa warga binaan pemasyarakatan di Lembaga
Pemasyarakatan juga mendapat pembinaan yang diselenggarakan
berdasarkan Pancasila dengan menanamkan jiwa kekeluargaan,
keterampilan, pendidikan kerohanian.

e. Asas Penghormatan Harkat dan Martabat Manusia, bahwa warga binaan
pemasyarakatan tetap diperlakukan sebagai manusia dengan menghormati
harkat dan martabatnya.

f. Asas Kehilangan Kemerdekaan Satu-satunya Penderitaan, bahwa warga
binaan permasyarakatan harus berada di dalam Lembaga Pemasyarakatan
untuk jangka waktu tertentu sesuai keputusan/penetapan hakim. Maksud
dari penempatan itu adalah untuk memberi kesempatan kepada negara guna
memperbaikinya, melalui pendidikan dan pembinaan.

Selama dalam Lembaga Pemasyarakatan warga binaan pemasyarakatan tetap

memperoleh hak- haknya yang lain sebagaimana layaknya manusia, atau dengan

kata lain hak-hak perdatanya tetap dilindungi, seperti hak memperoleh perawatan

36 Robert L Mathis, Manajemen Sumber Daya Manusia 2, Salemba Empat, Jakarta, 2012, hlm 112.
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kesehatan, makan, minum, pakaian, tempat tidur, latihan keterampilan, olahraga,

atau rekreasi. Warga binaan tidak boleh diperlakukan di luar ketentuan undang-

undang, seperti dianiaya, disiksa, dan sebagainya.Akan tetapi penderitaan satu-

satunya dikenakan kepadanya hanyalah kehilangan kemerdekaan.

E. Lembaga Pembinaan Khusus Anak

Menurut Pasal 1 Angka (20) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang

Sistem Peradilan Pidana Anak, yang dimaksud dengan Lembaga Pembinaan

Khusus Anak adalah lembaga atau tempat Anak menjalani masa pidananya.

Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) menurut Keputusan Menteri Hukum

dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.HH-09.OT.01.02 Tahun

2014 tentang Penetapan Sementara Lembaga Pemasyarakatan atau Rumah

Tahanan Negara sebagai Lembaga Pembinaan Khusus Anak adalah tempat untuk

mencapai tujuan pengayoman dan pembinaan anak pidana melalui pendidikan,

rehabilitasi dan reintegrasi. LPKA secara institusional berada di bawah rentang

kendali kewenangan Direktorat Jendral Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan

HAM yang merupakan tempat khusus atau tempat anak menjalani masa

pidananya. Anak dalam hal ini berhak memperoleh pembinaan, pembimbingan,

pengawasan, pendampingan, pendidikan dan pelatihan serta hak lain sesuai

dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Peresmian LPKA dimaknai sebagai kepedulian seluruh bangsa Indonesia terhadap

pemneuhan hak dan perlindungan anak Indonesia agar anak didik pemasyarakatan

dapat tumbuh dan berkembang dengan optimal. Dalam pelaksanaan Undang-



34

Undang nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak tidak akan

berjalan lancar tanpa adanya sokongan tenaga dari lembaga lain. Lembaga yang

terkait salah satunya adalah Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). LPKA

merupakan perubaahan nama atas LAPAS Anak. Dikatakan dengan jelas dalam

Pasal 104 UUSPPA bahwa “Setiap lembaga pemasyarakatan anak harus

melakukan perubahan sistem menjadi LPKA sesuai dengan undang -undang ini

paling lama 3 (tiga) tahun” dan dalam Pasal 105 Undang-Undang Sistem

Peradilan Pidana Anak Ayat (1) butir e menyebutkan bahwa “Kementrian yang

menjalankan urusan pemerintahan di bidang hukum wajib membangun LPKA dan

LPAS di Provinsi. 37

LPKA berkewajiban untuk memindahkan anak yang belum selesai menjalani

pidana di LPKA dan telah mencapai umur 18 (delapan belas) tahun ke Lembaga

Pemasyarakatan Pemuda. Dalam hal anak telah mencapai umur 21 tahun, tetapi

belum selesai menjalani masa pidana, anak dipindahkan ke lembaga

pemasyarakatan dewasa dengan memperhatikan kesinambungan pembinaan anak.

Kepala LPKA dapat memindahkan anak ke lembaga pemasyarakatan dewasa

berdasarkan rekomendasi dari pembimbing kemasyarakatan. Perbedaan lainnya,

LPKA merupakan implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang

Sistem Peradilan Pidana Anak, sebelum ada Undang-Undang Sistem Peradilan

Pidana Anak, anak didik pemasyarakatan, sel mereka disatukan dengan orang

dewasa, setelah adanya Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, anak

yang telah berusia di atas 18 tahun tidak boleh disatukan dengan anak. 38

37 Nandang Sambar, Op.Cit, hlm 27.
38 Ibid, hlm 28.
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Tujuan utama dari lembaga pemasyarakatan adalah melakukan pembinaan bagi

warga binaan pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan dan cara

pembinaan sebagai upaya terakhir dari sistem pemidanaan dalam sistem peradilan

pidana. Di dalam lembaga pemasyarakatan dipersiapkan berbagai program

pembinaan bagi para narapidana sesuai dengan tingkat pendidikan, jenis kelamin,

agama dan jenis tindak pidana yang dilaukan narapidana tersebut. Program

pembinaan bagi nara pidana disesuaikan pula dengan lama hukuman yang akan

dijalani para narapidana dan anak didik, agar mencapai sasaran yang ditetapkan,

yaitu agar mereka menjadi warga yang baik.
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III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yurdis

normatif dan pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis normatif

dimaksudkan sebagai upaya memahami persoalan dengan tetap berada atau

bersandarkan pada lapangan hukum, sedangkan pendekatan yuridis empiris

dimaksudkan untuk memperoleh kejelasan dan pemahaman dari permasalahan

dalam penelitian berdasarkan realitas yang ada.39

B. Sumber dan Jenis Data

1. Sumber Data

Berdasarkan sumbernya, data diperoleh dari data lapangan dan data kepustakaan.

Data lapangan diperoleh dari lapangan penelitian, sementara itu data kepustakaan

diperoleh dari berbagai sumber kepustakaan.40

2. Jenis Data

Berdasarkan sumbernya data terdiri dari data primer dan data sekunder, sebagai

berikut:

39 Soerjono Soekanto. Pengantar Penelitian Hukum. Rineka Cipta. Jakarta. 1986. hlm.55
40 Ibid. hlm.45
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a. Data Primer

Data primer adalah data utama yang diperoleh secara langsung dari lapangan

penelitian dengan cara melakukan wawancara dengan kepada narasumber

untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data tambahan yang diperoleh dari berbagai sumber

hukum yang berhubungan dengan penelitian. Data Sekunder yang digunakan

dalam penelitian ini adalah:

1) Bahan Hukum Primer, bersumber dari:

a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 jo. Undang-Undang Nomor 73

Tahun 1958 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

b) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang

Hukum Acara Pidana.

c) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.

d) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

e) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan

Pidana Anak

f) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

2) Bahan Hukum Sekunder, merupakan bahan hukum yang mendukung

bahan hukum primer yaitu produk hukum berupa:

a) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah

Nomor 58 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-

Undang Hukum Acara Pidana
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b) Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik

Indonesia Nomor: M.HH-09.OT.01.02 Tahun 2014 tentang Penetapan

Sementara Lembaga Pemasyarakatan atau Rumah Tahanan Negara

sebagai Lembaga Pembinaan Khusus Anak

3) Bahan Hukum Tersier, merupakan bahan hukum yang memberi petunjuk

dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder,

seperti teori atau pendapat ahli yang tercantum dalam berbagai literatur

hukum serta dokumen yang berhubungan dengan masalah penelitian.

C. Penentuan Narasumber

Narasumber penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kasubsi Administrasi Pejabat Penegak Disiplin Lembaga
Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bandar Lampung : 1 orang

2. Kasi Pembinaan pada Lembaga Pembinaan Khusus
Anak Kelas II Bandar Lampung : 1 orang

3. Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Unila : 1 orang+

Jumlah : 3 orang

D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Prosedur Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan prosedur sebagai berikut:

a. Studi pustaka (library research)

Dilakukan dengan serangkaian kegiatan seperti membaca, menelaah dan

mengutip dari literatur serta melakukan pengkajian terhadap ketentuan

peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pokok bahasan.
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b. Studi lapangan (field research)

Dilakukan dengan kegiatan wawancara (interview) kepada responden sebagai

usaha mengumpulkan data yang berkaitan dengan permasalahan dalam

penelitian.

2. Prosedur Pengolahan Data

Pengolahan data dilakukan untuk mempermudah analisis data yang telah

diperoleh sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Adapun pengolahan data yang

dimaksud meliputi tahapan sebagai berikut:

a. Seleksi data

Merupakan kegiatan pemeriksaan untuk mengetahui kelengkapan data

selanjutnya data dipilih sesuai dengan permasalahan yang diteliti.

b. Klasifikasi data

Merupakan kegiatan penempatan data menurut kelompok-kelompok yang

telah ditetapkan dalam rangka memperoleh data yang benar-benar diperlukan

dan akurat untuk dianalisis lebih lanjut.

c. Penyusunan data

Merupakan kegiatan penempatan dan menyusun data yang saling berhubungan

dan merupakan satu kesatuan yang bulat dan terpadu pada subpokok bahasan

sehingga mempermudah interpretasi data.

E. Analisis Data

Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif.

Analisis data adalah menguraikan data dalam bentuk kalimat yang tersusun secara

sistematis, jelas dan terperinci yang kemudian diinterpretasikan untuk
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memperoleh suatu kesimpulan. Penarikan kesimpulan dilakukan dengan metode

induktif, yaitu menguraikan hal-hal yang bersifat khusus lalu menarik kesimpulan

yang bersifat umum.41

41 Ibid.  hlm.102
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V. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan sebagai

berikut:

1. Peran Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bandar Lampung dalam

proses pembinaan anak pidana termasuk dalam peran faktual, yang

dilaksanakan dengan tahap pembinaan yaitu pembinaan tahap awal, pembinaa

tahap lanjutan dan pembinaan tahap akhir. Jenis pembinaan meliputi

pembinaan kepribadian (pembinaan kesadaran beragama dan pembinaan

kesadaran berbangsa dan bemegara, pembinaan kesadaran hukum dan

pembinaan kemampuan intelektual) serta pembinaan kemandirian melalui

program keterampilan yang dikembangkan sesuai dengan bakat masing-

masing anak pidana. Pembinaan terhadap anak ini merupakan upaya yang

terencana dan terpadu untuk membentuk anak menjadi manusia yang taat pada

hukum. Anak yang menyadari kesalahannya dan menunjukkan perkembangan

yang baik selama masa pembinaan diharapkan tidak kembali lagi melakukan

tindak pidana atau perbuatan melanggar hukum.

2. Faktor-faktor yang menghambat peran Lembaga Pembinaan Khusus Anak

Kelas II Bandar Lampung dalam proses pembinaan anak pidana terdiri dari

(a) faktor perundang-undangan, yaitu belum adanya petunjuk teknis mengenai
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pembinaan terhadap anak pidana, (b) Faktor penegak hukum, yaitu secara

kuantitas masih terbatasnya Pembina Anak Pidana (c) Faktor Sarana dan

Fasilitas, yaitu masih terbatasnya sarana dan fasilitas yang dibutuhkan dalam

pelaksanaan pembinaan.(d) Faktor Masyarakat, yaitu masih adanya sikap

negatif masyarakat terhadap mantan anak pidana yang telah dibebaskan dan

kembali ke masyarakat. Faktor yang paling dominan menghambat peran

Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bandar Lampung dalam proses

pembinaan anak pidana adalah faktor penegak hukum yaitu secara kuantitas

masih terbatasnya Pembina Anak Pidana. Keterbatasan Pembina Anak Pidana

ini menjadi menjadi penentu belum optimalnya berbagai program pembinaan

dan pengawasan terhadap anak yang menjalani pemidanaan di Lembaga

Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bandar Lampung.

B. Saran

Saran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Perlu ditingkatkan kuantitas dan kualitas Pembina Anak Pidana agar program

dan jenis-jenis pembinaan yang telah ditetapkan akan dapat terlaksana secara

optimal, sehingga anak pidana setelah keluar dari LPKA memiliki kepribadian

dan keterampilan yang baik.

2. Perlu dilengkapi sarana dan prasarana pembinaan terhadap anak pidana baik

sarana dan prasarana yang berkaitan dengan pembinaan kepribadian

(pembinaan kesadaran beragama dan pembinaan kesadaran berbangsa dan

bemegara, pembinaan kesadaran hukum dan pembinaan kemampuan

intelektual) serta Pembinaan kemandirian, sehingga para anak pidana dapat

memanfaat berbagai fasilitas tersebut dengan sebaik-baiknya.
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